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A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa sejak dahulu kala manusia

selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (zoon politicon).

Dalam kelompok Qeka berjuang bersama-sama

mempertahap lawan bahaya, serta
mela ta mengadakan
h

hidup di
te uk sumber
pen . ‘ orang-orang

yang pknya. Kepada
pemimp Asaan tertentu dan

kelompok fn-peraturan perintah

pemimpinnya.' Organisasi Negara dibentuk sebagai lanjutan interaksi
antar kelompok manusia, yang nantinya akan melindungi dan
memelihara hidupnya.

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayah teritorial

maupun yurisdiksinya memiliki kedaulatan atau kebebasan untuk

melakukan interaksi atau mengadakan hubungan dengan Negara lainnya.

! C.S.T. Kansil, llmu Negara Umum dan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,

HIim 133.
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Era globalisasi saat ini telah membuka peluang luas bagi negara-

repository

negara untuk melakukan hubungan internasional, mereka menjalin
kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam bidang ekonomi,
politik, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan. Namun disisi lain,
tidak dapat dipungkiri bahwa konflik kerap muncul sebagai akibat dari
adanya perbedaan kepentingan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber

daya alam, ekonomi, serta masalah agama dan etnis diantara kedua belah

Negara dalam berinjg ama lain. Perang atau konflik

bersenjata penyelesaian konflik

lagi dapat

peristiwa
g bertikai.

satu bentuk

antar m\ arena itu sejarah

usia. Naluri untuk

mempertahankan jenis atau mefanjutkan keturunan kemudian membawa
keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu
merugikan umat manusia sehingga kemudian dibentuklah suatu
pembatasan-pembatasan, yang bertujuan untuk menetapkan ketentuan-

ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.’

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah th.1949 Mengenai
Perlindungan Korban Perang, Binacipta, Bandung, 1979, HIm 9.

Jean Pictet, The Geneva Conventions the Law of War, dalam Mochtar Kusumaatmadija,
Ibid.
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Dengan demikian tidaklah benar, anggapan orang bahwa dua
pengertian antara perang dan hukum, merupakan dua pengertian yang

tiada sangkut-paut antara satu dengan yang lainnya, atau bahwa dalam
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perang lenyap segala hukum, seperti yang digambarkan oleh peribahasa

Romawi “inter arma silent leges™

. Rasa perikemanusiaan dalam perang
sebenarnya telah dikenal jauh sebelum itu. Di India sejak dahulu telah

dikenal peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi

orang-orang yang ti n sakit. Buku undang-undang

alam hukum
dengan jelas
mengga gatur ketentuan

enyerang anak-anak,

wanita, orang-orang yang SakKit dan lanjut umur, pembagian barang
rampasan, perlakuan tawanan, cara mengakhiri perang dan sebagainya.®
Dalam perkembangannya, ketentuan-ketentuan yang mengatur

tentang perang dituangkan dalam satu kodifikasi hukum yang menjadi

sumber hukum ‘tertulis’. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

Buku yang ditulis oleh A. Gentilis, de Jure Belli, sedangkan Grotius menulis de Belli ac
Pacis, dalam Mochtar Kusumaatmadja, loc.cit

Mochtar Kusumaatmadja, Ibid him. 10

Mochtar Kusumaatmadja, loc.cit.
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hukum perang dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional,
biasanya bersifat multilateral dalam berbagai bentuk, seperti konvensi,

protokol, deklarasi, dan sebagainya.
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Munculnya ketentuan-ketentuan ‘tertulis’ yang mengatur
mengenai hukum perang dimulai sejak dilaksanakannya konferensi
perdamaian pertama di den Haag pada tahun 1899 yang kemudian

disempurnakan pada konferensi kedua pada tahun 1907 menghasilkan

konvensi-konvensi sg# QSi yang diantaranya mengatur
mengenai pg serta inovasi dalam

penye baga arbitrase

tangg ! k menciptakan
etiap penggunaan

kekuatan emerdekaan politik

suatu negara, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan
dengan ketentuan piagam perserikatan bangsa-bangsa dalam
melaksanakan hubungan internasional.’

Hingga pada tahun 1949, humanisasi hukum yang mengatur
tentang perang maupun konflik bersenjata (armed conflict) dimulai sejak

pembentukan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan | dan Il

" Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 1945.
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pada tahun 1977. Konvensi Jenewa 1949 menghasilkan 4 (empat) buku

yang masing-masing mengatur mengenai perbaikan angkatan bersenjata
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yang sakit dan terluka di medan pertempuran darat, perbaikan kondisi
angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di medan pertempuran laut,
perlakuan terhadap tawanan perang, serta perlindungan warga sipil di
masa perang. Sedangkan Protokol Tambahan I dan Il mengatur mengenai

konflik bersenjata internasional serta konflik bersenjata non-

internasional.

dumaniter Internasional
adala Qrinsip pembeda
Y/ penduduk

kan untuk

dari se diatur mengenai

pembedaa /. dengan objek-objek

sipil yang tidak boleh diserang. ODjek-objek sipil harus dihormati, dalam
arti bahwa objek sipil tidak boleh dijarah, diambil alih atau dipergunakan
bagi kepentingan militer.

Prinsip pembeda menurut Konvensi den Haag IV Tahun 1907
dan menerut Konvensi Jenewa 1949, disamping beberapa syarat sebagai
kombatan yakni dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas

bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat, serta
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mengangkat senjata secara terang-terangan, baik dalam Konvensi den
Haaag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 mensyaratkan bahwa, anggota
angkatan bersenjata (Armies), korps sukarela (volunteer corps) maupun
billigerent merupakan kombatan yang wajib melakukan operasinya
sesuai hukum dan kebiasaan perang.

Ratifikasi Indonesia terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa 1949

dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara

Republik Indonesia g

Qensi Jenewa Pada Tanggal 12

-ketentuan

ahun 2002

dibentuk sesuai

UU Pertahanan Negara memuat prinsip pembeda (distinction
principle) yang membedakan antara kombatan serta penduduk sipil
(civilians) dalam suatu konflik bersenjata, sebagaimana yang termuat di
dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Pembedaan antara kombatan
dan penduduk sipil perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang dapat
atau boleh dijadikan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus

dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut
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dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga
kombatan yang secara sah dapat dijadikan sebagai objek kekerasan
(dibunuh) dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut dalam
permusuhan. Oleh karena itu, adanya prinsip pembeda dalam UU
Pertahanan Negara sekaligus menempatkan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) sebagai kombatan dalam sistem pertahanan negara.

Sebagai kombatan dalam sistem pertahanan Negara, Tentara

Nasional Indonesia Qas pokok vyaitu menegakkan

entuan-ketentuan

berkaitan O sebagaimana diatur

dalam Konvensi Jenewa Protokol Tambahan | dan 11, kasus-
kasus pelanggaran perang hingga saat ini masih saja terjadi. Sebagai
kombatan perang atau pihak yang terlibat langsung pada suatu
pertempuran, anggota angkatan bersenjata memiliki hak dan kewajiban
dalam penerapan serta penegakkan Hukum Humaniter Internasional.

Namun tidak jarang, pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum

Humaniter Internasional dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata.



Serangan udara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata militer

Suriah terhadap kelompok pemberontak dan oposisi pada 22 September
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2014 lalu, yang menewaskan 42 warga sipil dimana 6 (enam) diantara
korban serangan tersebut adalah anak-anak.® Tidak hanya di Suriah,
serangan mortir yang ditembakkan oleh tentara Mesir terhadap para
pemberontak menewaskan 10 (sepuluh) warga sipil dalam kontak senjata

yang terjadi pada 18 November 2014.° Kedua kasus tersebut merupakan

pelanggaran-pelang Humaniter Internasional yang

dilakukan ol

serta ki indari terjadinya

at merugikan umat

manusia. Pelaksanaan soSialisast ketentuan Hukum  Humaniter
Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra
Yudha (Yonif Linud 501/Bajra Yudha) dilaksanakan dengan metode

persuasif, edukatif, komunikatif, serta akomodatif.

Ahmad Ridwan, Serangan Udara Militer Suriah Tewaskan 42 Warga Sipil (online),
http://mww.news.okezone.com (9 Februari 2015).

Rita Uli Hutapea, 10 Warga Sipil Tewas dalam Pertempuran Tentara Mesir dan
Militan (online), http://www.news.detik.com (9 Februari 2015)
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No Tahun

Penelitian

Nama Peneliti

dan asal
instansi

Judul
Penelitian

Rumusan
Masalah

Keterangan

1 2012
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Z.E.D.
(Fakultas
Hukum
Universitas
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PELAKSANAA
N HUKUM
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pada Kodim
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2. Apa saja

hambatan

ang  timbul

Penelitian
hukum ini
dilaksanaka
n  dengan
menggunak
an  metode
penelitian
yuridis
empiris
pada
kesatuan
kerja
Tentara
Nasional
Indonesia
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Darat,
namun
hanya
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kasi
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hukum
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Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana teknik pelaksanaan

sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI
AD Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Bajra Yudha (selanjutnya dalam

penelitian ini disebut sebagai Yonif Linud 501/Bajra Yudha), dan
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bagaimana efektifitas pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter
Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra

Yudha.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana teknik pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum
Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif

Linud 501/Bajra Yud

2. Bagaimana jalisasi ketentuan Hukum

it TNI AD Yonif

i ketentuan

NI AD Yonif

sialisasi ketentuan

rajurit TNI AD Yonif

Linud 501/Bajra Yudha.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan Hukum
Internasional khususnya dalam bidang Hukum

Humaniter Internasional dalam hal memahami
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PELAKSANAAN SOSIALISASI

KETENTUAN HUKUM  HUMANITER

INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN

PRAJURIT TNI AD YONIF LINUD

501/BAJRA YUDHA.
Praktis : a. Bagi kesatuan TNI AD
Penelitian ini bermanfaat untuk

QQ peran serta kinerja organisasi

di lingkungan

. Bagl Masyarakat
Dengan adanya penelitian ini, bermanfaat
dalam menambah pengetahuan, serta
informasi khususnya mengenai pelaksanaan
sosialisasi Hukum Humaniter Internasional

di lingkungan prajurit TNI AD.
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c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan

evaluasi tentang perkembangan Hukum
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Internasional khususnya mengenai
sosialisasi Hukum Humaniter Internasional

di lingkungan prajurit TNI AD.

E. Sistematika Penulj

1.2
iti dirumuskan

ng dikaji orisinil,

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang
hendak dicapai dalam penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian memuat uraian dan penjelasan kegunaan teoritis

dan praktis dari penelitian yang dilakukan.
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1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, dan
jelas, serta runtut terkait substansi penulisan skripsi berdasarkan

banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah jah atau teori, doktrin / pendapat

2.2 ; :‘ : ! onal

2.3 Humaniter

2.4 Tinja

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode peneitian yang digunakan dalam penelitian
yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian dalam
mencapai hasil-hasil kajiannya. Selanjutnya ditampilkan analisis
keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik dalam

upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari pe risikan kesimpulan dan saran.
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TINJAUAN PUSTAKA
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A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata
1. Definisi Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan

dan permusuhan ng bertikai. Dalam sejarah
tidak saja dilakukan

um Humaniter

bersenjata
nflik yang

uatan satu
| di wilayah

internasional atau

internationa latur dalam ketentuan

umum pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa

! Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum

Humaniter Kumpulan Tulisan, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas
Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, HIm.51.
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Selain ketentuan yang dilaksanakan di masa
damai, konvensi yang berlaku saat ini berlaku
untuk semua kasus perang maupun konflik
bersenjata lainnya, yang timbul di antara dua
Negara atau lebih, bahkan jika keadaan perang
tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Konvensi
ini juga berlaku untuk semua kasus pendudukan /
okupasi sebagian atau seluruh wilayah Negara
peserta konvensi, bahkan jika pendudukan /
okupasi  tersebut dilakukan dengan tidak
menggunakan perlawanan bersenjata.
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Menurut ketentugse Q_Humaniter Internasional dapat

Humaniter

terjadi di

armed conflict
ohe of the Parties
denies the exiSter ate of war. It makes no
difference how long the conflict lasts, or how much
slaughter takes place.

Perbedaan yang timbul antara dua negara dan menyebabkan timbulnya
intervensi melalui angkatan bersenjata negara merupakan konflik
bersenjata internasional, dalam pengertian Pasal 2, bahkan jika salah

satu pihak menyangkal pernyataan perang. Tidak ada bedanya dengan

BRAWIJAYA
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berapa lama konflik berlangsung, atau berapa banyak pembantaian yang

terjadi.?

Beberapa doktrin juga dibentuk untuk mendefinisikan konflik

bersenjata internasional. D.Schindler menyatakan:

The existence of an armed conflict within the meaning of
Article 2 common to the Geneva Conventions can always
be assumed when parts of the armed forces of two States
clash with each otherAny kind of use of arms between
two States brings iQns into effect.?

Keberag entuan umum Pasal

bagian dari
sama lain.

hn kekuatan

e territory
the Geneva
1s also of no
CONde  resists. As soon
as the armec 0 ate find themselves with
wounded or surrendering members of the armed forces or
civilians of another State on their hands, as soon as they
detain prisoners or have actual control over a part of the
territory of the enemy State, then they must comply with
the relevant convention.*

N
<
2
2
=

2 ).Pictet, Commentary of the Geneva Convention for The Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in The Field, ICRC Geneva,
1952, Him 32.

® D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva

Conventions and Protocols (online), http://www.icrc.org (5 Februari 2015)

H.P. Gasser. International Humanitarian Law : an Introduction in Humanity for All:
the International Red Cross and Red Cresoent Movement (online). http://www.icrc.org.
(5 Februari 2015).


http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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Setiap penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap
wilayah teritori negara lain memicu penerapan ketentuan Konvensi
Jenewa diantara kedua Negara. Tidak perduli apakah kedua negara
menerima atau menolaknya. Selama suatu Negara menemukan terdapat
anggota kekuatan bersenjata yang terluka atau ditemukan anggota
bersenjata maupun warga sipil berada di tangan mereka, segera setelah

mereka memiliki kontrol terhadap wilayah teritorial negara musuh,

maka mereka harus g QQsi yang relevan.

ilam Pasal 1

flik bersenjata
f non-pemerintah.

Konflik pasukan bersenjata

pemerintah dengan pasukan Kelompok bersenjata non-pemerintah,
maupun konflik bersenjata yang terjadi atara satu kelompok bersenjata
non pemerintah dengan kelompok bersenjata non pemerintah lainnya.

konflik bersenjata non internasional harus terjadi di salah satu wilayah

teritorial suatu Negara.
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Sehingga dalam hal ini, terdapat dua kriteria konflik bersenjata
yang tergolong sebagai konflik bersenjata non internasional yakni:

a) Pertama, konflik bersenjata dimana pemerintah wajib
melibatkan kekuatan militer untuk melawan kelompok
pemberontak;

b) Kedua, kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik
bersenjata harus dianggap sebagai pihak dalam konflik, yang
berarti bahwa pasukan bersenjata ini harus berada di bawah
struktur komando tertentu dan memiliki kapasitas untuk
mempertahankan operasi militer.”

Dalam ketentuan Proto bahan Il Tahun 1977 memberi

persyaratan ten internasional secara lebih

antara angkatan

bersenjata non-

yang memungkinkan

mereka untuk melaksanakan operasi militer dan untuk melaksanakan

Protokol ini.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai konflik
bersenjata non internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1l Tahun 1977.

' BRAWIJAYA

D.Schindler. Op.cit HIm. 147.

& http://www.icrc.org, diakses pada 27 Januari 2015
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Menurut H.P. Gasser bahwa telah diterima secara umum, apa yang
dimaksud dengan konflik bersenjata internasional adalah konfrontasi

bersenjata yang terjadi di wilayah suatu Negara antara suatu Negara di
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satu sisi dan kelompok bersenjata terstruktur di sisi lain.”

D.Schindler juga memberikan definisi yang lebih rinci bahwa
konflik bersenjata non internasional merupakan suatu permusuhan yang

harus dilakukan oleh k bersenjata, dalam suatu peraturan,

pemerintah me enjatanya untuk melawan
emberontak harus

{ bawah suatu

dari istilah Hukum

Perang (Laws erubah menjadi Hukum
Konflik Bersenjata (Laws of Armed Coflict), hingga ke penggunaan
istilah Hukum Humanter Internasional (International Humanitarian

Law Applicable in Armed Conflict).”

" H.P. Gasser, Op.cit, HIm. 555.

& D.Schindler, Op.cit, HIm. 147.

KGPH Haryomataram. Pengantar Hukum Humaniter. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. 2005. HIm 1.
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Hukum Humaniter tidak mempersoalkan mengapa suatu negara

mengangkat senjata. Alasan atau motif untuk berperang tidak penting /
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relevan bagi Hukum Humaniter. Tujuan utama Hukum Humaniter
adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang
menderita / menjadi korban perang baik mereka yang secara nyata/aktif
turut dalam permusuhan (kombat), atau mereka yang tidak turut terlibat

secara aktif dalam konflik bersenjata (penduduk sipil).*

Oleh Geza Q_Haryomataram, International

ik bersenjata.

alam Haryomataram

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Humanitarian Law adalah
sebagian dari Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan
perlindungan korban perang yang berbeda dengan bagian Hukum
Perang yang mengatur peperangan itu sendiri serta segala sesuatu yang

menyangkut tata cara melakukan perang itu, seperti misalnya mengenai

pembatasan penggunaan senjata-senjata yang dilarang. Selain itu, Prof.

1 1bid. HIm 2-3.
1 1bid. HIm 20
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Mochtar juga menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa

1949 identik dengan hukum atau konvensi-konvensi humaniter,
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sedangkan Hukum Perang atau konvensi-konvensi Den Haag 1907
mengatur tata cara melakukan perang. *?
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Sumber hukum internasional sebagaimana yang dimuat di dalam

pada Pasal 38 Ayat (1) statuta mahkamah internasional, bahwa sumber

hukum yang dapat gi m internasional antara lain:

an hukum yang

gara, yang

ng perang di laut,

selanjutnya terbentuknya Konvensi Palang Merah pada tahun 1864
yang mengatur tentang penanganan kondisi prajurit yang luka-luka di
medan pertempuran. Setelah terbentuknya kedua konvensi tersebut,
dibentuklah  konvensi-konvensi,  perjanjian-perjanjian,  maupun
protokol-protokol internasional lain yang secara khusus mengatur

mengenai  hukum-hukum yang berlaku dalam suatu perang.

' 1bid. HIm 21-22.
13 http://www.repository.usu.ac.id, diakses pada 29 Februari 2015
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Haryomataram  membagi  sumber-sumber ~ Hukum  Humaniter
Internasional menjadi 3 sumber utama, yakni ketentuan-ketentuan
hukum yang termuat dalam Konvensi den Haag tahun 1907, Konvensi
Jenewa tahun 1949, serta Protokol Tambahan | dan Protokol Tambahan

Il Tahun 1977.%

Konferensi Perdamaian Pertama di den Haag pada tahun 1899

yang kemudian disempur, alam Konferensi kedua pada tahun

1907 menghasi g disebut sebagai Hukum
berperang. Hal ini

tertentu yang

a) deklarasi

onvensi yang

(a ent of International

(b) Convention Il Laws and Customs of War on Land;

(c) Convention 111 Adaptation to Maritime Warfare of Principle
of The Geneva Conventon of 1864;

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah :

(a) Declaration on Prohibiting On The Launching of
Projectiles and Explosives from Ballons.

(b) Declaration on The Use of Projectiles the Object of Which
the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gasses.

' BRAWIJAYA

% Ibid. HIm 45-49.
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(c) Declaration on The Use of Bullets Whuch Expand or
Flatten Easily in the Human Body.

Konferensi den Haag tahun 1907 menghasilkan 13 konvensi dan

satu deklarasi, yakni:

(a) Convention I for the Pacific Settlement Disputes;

(b) Convention Il respecting the limitation of the employment of
force for the recovery of Contract Debts;

(c) Convention Il relative to the Opening of Hostilities;

(d) Convention IV resgecting the laws and customs of War of

ights and Duties of Neutral

with regards
| War;
n International

Dan satu Ischarge and Explosive

from Ballons.

Sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur mengenai perang
di laut. Konvensi keempat merupakan satu-satunya konvensi yang
mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, yang

mempunyai satu annex yang lazim disebut Hague Regulations 1907

BRAWIJAYA

% 1bid, him 47.



UNIVERSITAS

-
o
(9]

-2
—-_—
S
- —
o

i —
(%Y
o
[ T8
Q
S

25

yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perang yang hingga saat
ini masih menjadi pegangan para belligerents.
Selanjutnya, konvensi-konvensi Jenewa yang dibentuk pada

tanggal 12 Agustus 1949 menghasilkan 4 (empat) buku, yakni:

(a) Geneva Convention For The Amelioration of The Condition
of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field;

(b) Geneva Convention For The Amelioration of The Condition

of Wounded, Sick and Ship Wrecked Members of Armed of

Armed Forces -

0 The Treatment Of Prisoners

mengenai
. Beberapa
anya, dalam

internasional

wilayah salah - ntara pasukannya dengan

pasukan bersenjata pembangkang atau pemberontak.Di dalam konvensi
ini juga diatur mengenai artikel-artikel utama (common articles), yaitu
ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga

dicantumkan dalam keempat buku dengan perumusan yang sama.

BRAWIJAYA

* The Geneva Conventions of 12 August 1949 (online). http://www.icrc.org. (27 Januari
2015)
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Kemudian Protokol Tambahan Tahun 1977 dibentuk untuk
menambah atau menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949,
namun perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam
kovensi Jenewa 1949 masih tetap berlaku. Protokol Tambahan 1977

terdiri dari dua buku :

(a) Protokol 1, yang mengatur mengenai perang/konflik
bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik
bersenjata ant :

(b) Protokol erang/konflik bersenjata yang

j % perang/konflik bersenjata

embangkang atau
ini - menambah

, yang belum
i : kombat,
asaran  militer
objects).
pengertian civil
ran (mercenaries),
national liberation),
S ng komandan.

c) Dibentuknya International Fact Finding Commision yang
berwenang untuk menyelidiki fakta-fakta yang dianggap
sebagai pelanggaran berat (grave breaches) atau
pelanggaran-pelanggaran serius lainnya.

Selain konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang
disebut di atas, masih banyak lagi konvensi-konvensi maupun protokol-
protokol yang menjadi sumber Hukum Humaniter Internasional, antara

lain:
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(a) 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of The Use in
War of Asphyxiating, Poisonous of the Gasses, and
Bacteriological Metodhs of Warfare;

(b) 1954 First Hague Protocol for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict;

(c) Convention on the Prohibition of Military or other hostile
use of Environmental Modification Techniques. (Enmod
Convention 1976);

(d) Convention on the Prohibitons or Restrictions on the use
of Certain Conventional Weapons which may be deemed
do Dbe exessively injurious or to have indiscriminate
effects. (1980 Conventional Weapons Convention);

(e) Convention on the Prohibition of the Development,
Production g, and Use of Chemical Weapons

(CCW);
er Weapons;
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Protection of
ict.!’

flalam Hukum
Hum}

necessity). Dalam
onflik  dibenarkan
= menundukkan lawan
demi tercapamya eberhasilan  perang.  Dalam
pelaksanaannya, untuk menerapkan prinsip kepentngan
militer penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan,
harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

i.  Prinsip proporsionalitas (proportionality
principle), yakni prinsip yang diterapkan untuk
membatasi kerusakan yang disebabkan oleh
operasi militer dengan syarat bahwa akibat dari
sarana dan metode berperang yang digunakan
harus proporsional dengan keuntungan militer
yang diharapkan.®

7 KGPH.Haryomataram, Op.cit, him. 52.
8 Veni Pietro, Dictionary of International Law of Armed Conflict, International
Committee of The Red Cross, Geneva, 1992, him.90.
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Ii.  Prinsip pembatasan (limitation principle), yaitu
prinsip yang memuat pembatasan penggunaan
senjata dan cara berperang yang dapat
menimbulkan akibat yang luar biasa kepada
pihak lawan.
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(b) Prinsip kemanusiaan (humanity). prinsip ini memuat para
pihak yang berkonflik harus memperhatikan rasa
kemanusiaan, mereka dilarang untuk menggunakan
kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan
atau penderitaan yang tidak perlu.

(c) Prinsip kesatriaan (chivalry). Prinsip ini berarti bahwa

dalam per kejujuran  harus diutamakan.
tidak terhormat, perbuatan
khianat dilarang.

\ lain pihak.
dan objek
dijadikan

konflik bersenjata,

sehingga kombatan merupakan pihak yang sah untuk dijadikan objek
serangan. Pada Konvensi Den Haag 1907 mengenai Hukum dan
Kebiasaan Perang di Darat pertama kali diatur mengenai syarat-syarat
seseorang dikatakan sebagai kombatan, yang kemudian disempurnakan
dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan | pada tahun

1977.

19 http://pusham.uii.ac.id (27 Februari 2015).
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Kelompok yang termasuk sebagai kombatan menurut Konvensi den
Haag 1907 adalah tentara (armies) termask juga korps sukarela

(volunteer corps) yang memenuhi syarat sebagai kombatan:
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(a) Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang yang
bertanggung jawab atas bawahannya;

(b) Memilikitanda pengenal yang melekat, dan dapat terlihat
dan dikenali dari jauh;

(c) Membawa senjata secara terang-terangan; serta

(d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan
perang.

Berikutnya, yan n adalah billigerent yaitu

k bertikai, dan
merupakan bagian

ukarela lain, termasuk

anggota gerakan perlawanan yang teratur (organized

resistance movement) yang menjadi bagian dari pihak yang

bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun diluar
wilayah mereka, sekalipun wilayah tersebut telah diduduki,
selama mereka memenuhi syarat-syarat dipimpin oleh orang
yang bertanggung jawab, memiliki tanda pengenal,
membawa senjata secara terbuka, dan melakukan operasi
sesuai hukum perang dan kebiasaan perang.

(c) Anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk
pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui
negara penahan;

(d) Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi
bukan menjadi bagian daripadanya;

JNIVERSITAS
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(e) Leeve en masse, yaitu penduduk wilayah yang belum
diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan
sendiri dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan
pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk
membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal
saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan
menghormati hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.
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Kedua kombatan maupun non-kombat yang tertangkap oleh musuh
harus dijadikan sebagai tawanan perang, meskipun demikian

berdasarkan Hukum Humaniter Internasional bahwa tawanan perang

harus tetap diling Jawi, sehingga mereka yang

terluka, g7 [dak dijadikan objek

ernasional

hjiban pihak

pengajarannya ke dalam program pendidikan militer, atau
jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga
asas-asas konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh
penduduk, terutama angkatan perang, dinas kesehatan, dan
rohaniawan”
Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional tidak terlepas
dari peran International Commitee of the Red Cross (ICRC). Pada Januari

1995, kelompok pakar antar pemerintah untuk perlindungan korban perang

menunjuk ICRC untuk menyusun sebuah laporan tentang Hukum

' BRAWIJAYA
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Humaniter Internasional yang berasal dari hukum kebiasaan internasional
dan dapat berlaku dalam konflik bersenajta internasional maupun konflik

bersenjata non internasional. Hingga pada bulan Desember 1995,
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Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke 26
menyetujui rekomendasi pakar antar pemerintah tersebut dan secara resmi
memberikan mandat kepada ICRC untuk menyusun laporan Hukum

Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan yang dapat

berlaku dalam konfli al maupun konflik bersenjata

A an hukum
da I-protokol
taml Neacl: v 5i ini seluas
mun ', . tama untuk

mema latihan militer

mereka, al oleh seluruh

penduduk, Bersenjata, personel

kesehatan, dan rohaniawan.

Unit ICRC bidang Hunbungan dengan Angkatan Bersenjata dan
Keamanan, membantu negara-negara untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip hukum ke dalam kegiatan-kegiatan pelatihnan dan pelatihan
Angkatan Bersenjata sehingga tercipta pola tindakan yang profesional dan

disiplin dari personel Angkatan Bersenjata pada tingkat taktis dan secara

% Henkaerts Jean Marie, Study on Costumary International Humanitarian Law,
International Review of the Red Cross, Volume 87, 2005, him.2.
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otomatis mengintegrasikan prinsip-prinsip ke dalam proses pengambilan
keputusan militer ke dalam perintah-perintah operasional dan ke dalam

pengawasan kegiatan yang menjamin kepatuhan terhadap pelaksanaan
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aturan ini dalam setiap tindakan. Dalam upaya penyebarluasan
pengetahuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan Angkatan
Bersenjata, ICRC mengajukan buku pedoman tentang Hukum Sengketa

Bersenjata bagi Angakatan Bersenjata kepeda negara-negara yang

menghadiri Konferengi Qg Merah dan Bulan Sabit ke

TNI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tentara ialah warga
negara Yyang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas
pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman
bersenjata.”*

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Tentara Nasional

Indonesia (TNI) yang terdiri dari TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI

2L http://www.bphn.go.id, diakses pada 18 Januari 2015
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Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU)
merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

bertugas melaksanakan kebiijakan pertahanan negara untuk
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menegakkan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa,
menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer perang,
serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional

dan internasional.

2. Fungsi Tentar

atan negara,
mem ndungi segenap

bangsa erhadap keutuhan

bangsa dan

Tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan:

(a) Operasi Militer Perang;

(b) Operasi Militer selain Perang

i.  mengatasi gerakan separatis bersenjata;
i.  mengatasi pemberontakan bersenjata;
iii. mengatasi terorisme;

iv. mengamankan wilayah perbatasan;

v.  mengamankan objek vital nasional;

vi. melaksanakan tugas perdamaian dunia;

22 pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
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vii. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden dan
angoota keluarganya;

viii. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan
pendukungnya;

iX.  membantu tugas pemerintahan di daerah;

x. membantu Kepolisian dalam rangka tugas keamanan
dan ketertiban masyarakat;

xi. membantu mengamankan tamu negara setingkat
kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang
sedang berada di Indonesia;

xii. membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

xiii. membantu pencarian dan pertolongan dalam

h and rescue); serta

dalam pengamanan pelayaran

erhadap pembajakan,
an. =
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bertugas
ertahanan;
perbatasan
TNI  dalam
a darat, serta

di darat. TNI AD

di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.

% pasal 7 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam

penerapan praktek huk menganalisis tindakan instansi

Humanit Yonif Linud

enelitian ini
adalah ', . ologis dalam
i pelaksanaan
gkungan prajurit

sosialisasi

TNI AD Yon

Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Yonif Linud 501/Bajra Yudha.
Batalyon Infanteri Lintas Udara merupakan satuan tempur Batalyon
Infanteri Lintas Udara yang dibentuk dibawah Brigade Infanteri Lintas
Udara 18 / Trisula, Divisi 2 Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
dengan prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan bertempur lintas udara

dalam melaksanakan Operasi Militer Perang Tentara Nasional Indonesia.
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Penelitian ini dilaksanakan pada Yonif Linud 501/Bajra Yudha dengan
pertimbangan bahwa lokasi penelitian memenuhi karakteristik yang
representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti.
Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis data primer dan sekunder :

1. Data Primer

digunakan oleh peneliti dalam

bliti adalah
buku yang
serta hasil

tesis, disertasi,

Teknik Memh

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam peneltian ini
adalah teknik memperoleh data yang diperoleh melalui wawancara langsung
dengan narasumber penelitian berdasarkan pedoman wawancara terstruktur

untuk memperoleh data yang akurat dan tepat agar dapat menunjang proses

analisis terhadap permasalahan penelitian yang sedang diteliti.
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F.  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
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sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama’.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh prajurit TNI
AD di lingkungan Yonif Linud 501/Bajra Yudha

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Dalam suatu penelitianp grvasi dilakukan tidak terhadap

populasi, akan eknik sampling yang
digunak Qunakan teknik
purp lih dengan
cer 3 dimana
pengd ang dipilih
oleh p ', . entu. Sampel

Erwira prajurit,

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu
teknik pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara memaparkan data
yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan yang
kemudian di analisis dan di intepretasikan dengan memberikan kesimpulan.

Teknik analisis data menggunakan tabel-tabel tunggal maupun tabel ganda

! Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012, him.118
2 Bambang Sunggono, loc.cit
® http://www.eprints.undip.ac.id, diakses pada 29 Januari 2015
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untuk mendeskripsikan data, agar memudahkan menganalisis dan
mengambil kesimpulan.

F.  Definisi Operasional
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1. Pelaksanaan
Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu aturan yang
termasuk di dalamnya juga berupa hambatan dan upaya yang

melingkupi proses tersebut.

Sosialisasi

ketentuan-

Alat pertahananan Ne€gara matra darat yang bertugas menjaga
keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
melakasanakan tugas TNI dalam pembangunan dan
pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan

pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

' BRAWIJAYA
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Yonif Linud 501/Bajra Yudha Kota Madiun

Berdasarkan keadaan geografis, Kota Madiun terletak pada 111° BT

sampai 112° BT dan 7° S, serta berada di ketinggian

65 meter dari antara 20° C sampai
dengan T) tahun 1992,
Kot i 3 (tiga)
kec 0,04 km?,
Keca Kecamatan

i propinsi Jawa
at pesat dimana

perkembanga ang ekonomi dan

perdagangan, didirikannya sarana pelayanan publik serta fasilitas umum
yang kian modern. Perkembangan lainnya juga ditunjukkan dengan
perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan, hal ini dapat dilihat
melalui sejumlah wilayah strategis di Kota Madiun yang difungsikan

sebagai rencana tata ruang wilayah pertahanan darat (RTRW Hanrat).

! Profil Kota Madiun, http://www.bps.go.id, 18 Maret 2015
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Dalam perkembangannya, kekuatan TNI AD terdiri atas kekuatan

Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kekuatan Komando Strategis
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Angkatan Darat (Kostrad) yang terdiri dari Struktur Kesatuan Infanteri
Kostrad yang disusun ke dalam Batalyon Infanteri (Yonif) Linud, Yonif
Raiders, Yonif Mobud, dan Yonif Mekanis, Satuan Kavaleri Kostrad, serta

Satuan Artileri Medan Kostrad. Kekuatan kewilayahan TNI AD berada pada

organisasi Komando Dgp ang dilengkapi oleh 1 (satu)

penelitian alah Yonif Linud

501/Bajra Yud

Lokasi Yonif Linud Bajra Y udha dalam penelitian ini berada di
Kota Madiun, yakni bertempat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 60
Kota Madiun. Yonif Linud 501/Bajra Yudha merupakan satuan tempur
dibawah Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula, Divisi Il Kostrad.
Sejarah pembentukan Yonif Linud 501/Bajra Yudha dimulai sejak tanggal

22 Januari tahun 1961 dengan dibentuknya Batalyon Infanteri 530/Raiders.

Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008, Departemen Pertahanan Republik
Indonesia, HIm 100.

' BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




NIVERSITAS

-
'
(9~1

—
—_—
S
—
o

~f—
[ ]
o
e
Q
—

BRAWIJAYA

A
S g
e

41

Pada tanggal 30 Januari 1961, Yonif 530/Raiders diubah menjadi Batalyon
Yonif 530/Para. Hingga kemudian, pada tanggal 3 Maret 1973 berdasarkan
Surat Keputusan Pangkostrad Nomor Skep/015/111/1973 tertanggal 3 Maret
1973 Yonif 530/Para diubah menjadi Yonif Linud 501/Bajra Yudha Brigif
Linud 18/Trisula.®

Lokasi Yonif Linud 501/Bajra Yudha menghadap kearah selatan

dengan batas-batas sebagai berikut :

3

Hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2015
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Alasan pemilihan lokasi yakni berdasarkan kebutuhan Organisasi
Kostrad dengan pertimbangan jumlah personel prajurit, jumlah satuan

bantuan dan infanteri. Yonif Linud 501/Bajra Yudha terdiri dari Komandan
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Batalyon yang membawahi 4 (empat) Staf dan 5 (lima) Kompi, yakni Staf |
Intelijen, Staf Il Operasional, Staf 111 Personalia, dan Staf IV Logistik, serta
3 (tiga) Kompi Senapan (Alva, Bravo, Charlie), 1 (satu) Kompi Markas, dan

1 (satu) Kompi Bantuan.

B. Teknik pela ukum Humaniter
Interna nud 501/Bajra

Yu
Tentara
kegiatan

pekerjaan, dan
m dalam rangka

ketaatan Prajurit

Tentara Nasional Indonesia ternadap hukum, disiplin, dan tata tertib.*
1.2 Teknik Sosialisasi

Ratifikasi The Geneva Conventions of 12 August 1949 oleh
Pemerintah Indonesia dalam Undang — Undang Nomor 59 Tahun
1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh

Konpensi Jenewa Pada Tanggal 12 Agustus 1949 menunjukkan bahwa

*  Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang

Penyuluhan Hukum.
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Negara Republik Indonesia turut tunduk, menghormati, serta
melaksanakan seluruh ketentuan hukum sebagaimana tercantum
dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berisi tentang perbaikan keadaan
anggota angkatan perang yang terluka serta sakit di medan
pertempuran darat, perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang
luka atau sakit dan korban karam di pertempurab laut, serta perlakuan

terhadap tawanan perang (prisioner of war), serta perlindungan

penduduk sipil digz

kedaulatan
a Kesatuan
fi dari ancaman
han bangsa dan

negara.

TNI dan TNI AD Sebagalr penyelenggara Negara di bidang
pertahanan Negara serta keikutsertaan TNI dalam upaya-upaya
perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mengandung konsekuensi bahwa Hukum Humaniter Internasional

yang terkandung dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 turut

menjadi disiplin internal TNI dan TNI AD.
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Sosialisasi  ketentuan Hukum Humaniter Internasional di
lingkungan prajurit TNl AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha
dilaksanakan sesuai Permenhan RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Penyuluhan Hukum. Sosalisasi ketentuan Hukum Humaniter
Internasional tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD di
lingkungan Kesatuan Yonif Linud 501/Bajra Yudha yang

dilaksanakan sesuai jadwal pada rencana garis besar latihan materi

Qada minggu pertama Triwulan

Republik
Penyuluhan
Humaniter

Yonif Linud

fi satu norma/kalimat

materi harus sesual Tokasl waktu yang disediakan, tidak ragu-
ragu, dan menggunakan kalimat efektif, logis, serta mudah
dipahami oleh setiap peserta atau pembaca. Sosialisasi
Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan pada minggu
pertama triwulan pertama setiap tahun yang tertuang di dalam

jadwal rencana garis besar latihan tentang materi pokok

dasar-dasar keprajuritan. Penyampaian materi sosialisasi
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Hukum Humaniter Internasional disampaikan menggunakan
kalimat efektif, logis, serta mudah dipahami oleh setiap

prajurit.”
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1.2.1.2 Komunikatif
Yakni diantara penyuluh dan peserta timbul
hubungan timbal balik dalam proses tukar menukar

informasi, pendapat, dan sikap menjalin pendekatan, dan

membina saling pengertian.

dan tidak
uh hukum
atif timbul
ternasional
Humaniter

dalam bentuk

Cara menyampalkan pesan dalam melaksanakan
penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim
digunakan dalam proses pendidikan. Penyampaian pesan
dalam  pelaksanaan  sosialisasi Hukum  Humaniter
Internasional didasarkan kepada cara yang lazim digunakan

dalam pendidikan di lingkungan prajurit TNl AD

Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.
Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.
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(Pendidikan Pembentukan). Pelaksanaan sosialisasi Hukum
Humaniter Internasional dilaksanakan sejak prajurit
menempuh  pendidikan  kemiliteran, hingga  prajurit
ditugaskan di Yonif Linud 501/Bajra Yudha.’
1.2.1.4 Informatif

Materi yang disampaikan penyuluh sebagai sumber

informasi hukum menggunakan bahasa yang baik, benar,

serta jelge xgengerti.  Penyuluhan Hukum

Humaniter
P Yonif Linud
etode dan materi

er hukum. Sumber

hukum vyang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi
ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah ketentuan
Konvensi Jenewa 1949.°
1.2.1.6 Kesinambungan

Pelaksanaan  sosialisasi Hukum Humaniter

Internasional dilaksanakan secara terus menerus dan

BRAWIJAYA

Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.
Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

°  Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.
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ub

berlanjut. ~ Pembekalan ~ materi  Hukum  Humaniter

repository

Internasional melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan
secara terus menerus setiap tahun pada Triwulan pertama,
selain itu informasi terkait dengan Hukum Humaniter
Internasional juga disampaikan melalui apel pagi maupun
H 10

jam komandan.

1.2.1.7 Aplikatif

ternasional merupakan materi

yjadi  dasar

Internasional
Secara langsung.

Pe engan cara bertatap

muka secara langsung antara pembicara dengan prajurit peserta
penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum Humaniter Internasional
secara langsung diselenggarakan dalam bentuk ceramah serta
diskusi. Metode sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter

Internasional dilaksanakan dengan pendekatan :

1% Hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2015.

1 Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.
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1.3.1.1 Persuasif

Pembicara atau penyuluh hukum dalam
melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan prajurit
peserta penyuluan hukum sehingga merasa tertarik, menaruh
perhatian, serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan
oleh pembicara berkaitan dengan materi sosialisasi ketentuan

Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan persuasif dalam

Internasional di lingkungan

an Hukum

dan ketekunan

Hukum Humaniter

Internasional. PendeKatan edukatif dalam pelaksanaan
sosialisasi Hukum Humaniter Internaisonal juga dilaksanakan
dengan pemberian buku pedoman Tata Cara Melaksanakan
Pertempuran Sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional,

serta pemberian buku pedoman Bertempur Secara Benar

Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa Bersenjata

BRAWIJAYA

12" Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.
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untuk Angkatan Bersenjata kepada setiap prajurit yang
merupakan dasar pengetahuan bagi setiap prajurit dalam

melaksanakan pertempuran di dalam konflik bersenjata
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internasional.*®

1.3.1.3 Komunikatif
Pembicara berkomunikasi dan menciptakan

iklim serta suasana yang menimbulkan suatu pembicaraan

yang berg dan timbal balik. Pelaksanaan

Qiter Internasional di
\01/Bajra Yudha
an melalui

penyuluh

ik mengajukan

an terkait materi

Akomodati
Dalam memberikan penyuluhan Hukum Humaniter
Internasional pembicara harus mampu mengakomodasikan,
menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan
bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan

akomodatif dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter

3 Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.
* Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.
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Internasional dilaksanakan melalui pembentukan Forum
Group Discussion atau kelompok diskusi, dimana prajurit

TNI AD Batalyon Infanteri dibagi dalam beberapa kelompok
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untuk berdiskusi satu sama lain guna memperdalam
pengetahuan mengenai Hukum Humaniter Internasional.*®
C. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter

Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra

pada inti sistem
an. Karena
engontrol,

dan sistem

budaya hukum.

Dengan dilakukan analisis

terhadap bekerjanya huKum sebagai suatu sistem.

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya,
bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk
dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi

adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang

berada dalam sistem itu. Penalarannya terletak pada hukum yang

> Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.
' Lawrence M. Friedman, A History of American Law, Hukum Amerika Sebuah
Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta. 2001. HIm 190.
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hidup, bukannya pada aturan dalam kitab hukum (law books).
Selanjutnya komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap

manusia terhadap hukum dan sistem hukum ; kepercayaan, nilai,
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pemikiran, dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa

budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.'’

Soekanto sikap tindak atau

ikehendaki, atau
aktor yang

um adalah

ukum orang-
um tersebut.
ang dimaksud
undang-undang
kum dari target

(b) harus jelas sehingga

dipahami target diberlakukannya aturan
hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus
dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis

dengan jelas sehingga mampu dipahami secara pasti.

(c) Adanya sosialisasi yang optimal terhadap suatu aturan
hukum, karena tidak mungkin penduduk atau warga
masyarakat mampu mengetahui keberadaan suatu aturan

" Ibid, HIm 6.

'8 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Jakarta, CV Remadja Karya,
1985, HIim 1.

9 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Jurisprudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta,
Pranada Media Group, 2009, Hal 376.
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hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak
disosialisasikan secara optimal.

(d) Jika aturn hukum yang dimaksud adalah perundang-
undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang
(prohibitur) sehingga lebih mudah dilaksanakan.

(e)  Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum tersebut, harus
disesuaikan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar
tersebut. Suatu sanksi yang tepat untuk suatu tujuan tertentu
belum tentu tepat untuk tujuan lain.

()  Sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus
proporsion kinkan untuk dilaksanakan.

ukum untuk memproses

ran hukum
dianut oleh

juga tergantung
ionalisme aparat
berlakunya aturan
hap pembuatannya,
S , an  hukumnya dan
penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

()  Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum,
juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi
yang minimal di dalam masyarakat. Tidak mungkin
efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika
masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang
dasyat.?

BRAWIJAYA
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1.2 Efektifitas Sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi  ketentuan Hukum  Humaniter

Internasional bertujuan untuk mensosialisasikan pengetahuan Hukum
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Humaniter Internasional dalam rangka memelihara dan meningkatkan
kepatuhan dan ketaatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap
hukum, disiplin, dan tata tertib dalam pelaksanaan operasi militer

perang dalam konflik bersenjata internasional sesuai ketentuan

bentukkan

ik doktrin yang
fbagai salah satu

san dalam Operasi

Militer. Tingginya kualitaS protesionalisme prajurit bukan ditentukan
oleh tingginya daya perusak, daya penghancurnya, tetapi ditentukan
oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum dan penerapannya dalam
taktik dan doktrin pencapaian tugas pokok dalam pertempuran.?
Sebagaimana teori Lawrence M Friedman mengenai efektifitas

hukum, inti suatu sistem hukum adalah beradanya aturan yang benar-

2l Bertempur Secara Benar Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa
Bersenjata untuk Angkatan Bersenjata, Direktorat Hukum TNI AD, Him 5.
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benar berjalan. Ada tiga komponen sistem hukum yang menentukan
berfungsi atau bekerjanya hukum, yakni substansi hukum, struktur

hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini
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dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu
sistem.?
Efektifitas pelaksanaan sosialisasi  ketentuan  Hukum

Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud

501/Bajra  Yudh komponen sistem hukum

berfungsi

Humaniter

kum prajurit

a Nasional Indonesia

sebagai alat Negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara
dalam bentuk Operasi Militer Perang dan Operasi Militer
Selain Perang, telah diregulasikan melalui perangkat
peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 tentang Petahanan Negara dan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

22| awrence M. Friedman, loc.cit.
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telah mendorong berlangsungnya perubahan signifikan
dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan Negara.?®

Ratifikasi Konvensi Jenewa I, 11, 111, IV Tahun 1949
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yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari
kehancuran dan penderitaan yang tidak perlu guna
menjamin kelanjutan dan harkat hidup manusia pada waktu

perang oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonegj dang Nomor 59 Tahun 1958

Humaniter

[1, IV Tahun
inud 501/Bajra
u Pedoman Tata

fuai dengan Hukum

Humaniter Internasional dan buku Bertempur Secara Benar
kepada setiap prajurit. Buku pedoman tersebut berisi
ketentuan-ketentuan pokok Hukum Humaniter Internasional

sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, I,

dan IV Tahun 1949 yang digunakan sebagai bekal pokok

% Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008, Departemen Pertahanan Republik
Indonesia, HIm 91.
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dan pegangan prajurit dalam mengantisipasi keadaan yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Pemberian buku pedoman tata cara melaksanakan
pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional
dan bertempur secara benar kepada setiap prajurit TNI AD
Yonif Linud 501/Bajra Yudha bertujuan untuk dijadikan

sebagai pedoman dan bekal awal prajurit dalam penerapan

gional di setiap pelaksanaan

pencegahan

fia memadukan
anan nirmiliter.

Komponen Utama

yakni Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan
pertahanan nirmiliter pengorganisasiannya dibedakan
berdasarkan hakikat dan jenis ancaman yang dihadapi.

Dalam menghadapi ancaman militer, maka pertahanan

nirmiliter diorganisasikan ke dalam Komponen Cadangan
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dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk
menjadi pengganda Komponen Utama.*

Sebagai satuan tempur Komando Strategis Angkatan
Darat (Kostrad), Yonif Linud 501/Bajra Yudha merupakan
salah satu kekuatan TNI AD dalam postur pertahanan
militer Negara. Sebagai pelaksanana tugas Operasi Militer

setiap prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha

dibekalj Qenai tata cara melaksanakan

an Hukum Humaniter

an Hukum
onif Linud
penggunaan
ik bersenjata

Humaniter
Linud 501/Bajra

dan, 1 (satu) Kompi

Rompi Senapan (Kompi A, Kompi B,
Kompi C, dan 1 (satu) Kompi Bantuan serta 4 (empat) staf
yang terdiri dari Staf I Intelijen, Staf 11 Operasional, Staf 111
Personalia, dan Staf IV Logistik.

Susunan pola pertahanan Yonif Linud 501/Bajra

Yudha dalam pelaksanaan operasi militer perang sesuai

' BRAWIJAYA
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dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah

sebagai berikut
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Bagan 4.2.
Susunan Pola Pertahanan Yonif Linud 501/Bajra Yudha
dalam Pelaksanaan Operasi Militer Perang Sesuai Hukum
Humaniter Internasional

Kompi A Kompi B

f khusus satuan

Perwira Hukum

a. Memelihara disipin yang ketat namun wajar.

b. Memberikan perintah secara jelas dan berdasarkan
hukum.

c. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan
yang sulit.

d. Menjamin perintahnya dilaksanakan oleh bawahannya

sesuai dengan hukum.
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e. Melaporkan para pelanggar kepada perwira atasan

yang mempunyai kewenangan untuk menindak.
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f. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
Angkatan Bersenjata musuh atau sekutu kepada

penguasa militer yang lebih tinggi.

Atas perintah Komandan, Kompi Senapan A dan Kompi

rhadapan dengan musuh dalam

si ketentuan Hukum

Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD
Yonif Linud 501/Bajra Yudha juga diwujudkan melalui
terbentuknya suatu budaya hukum yang menunjukkan
kepatuhan terhadap nilai-nilai yang tekandung dalam Hukum
Humaniter Internasional. Doktrinal serta budaya militer yang

keras membentuk jiwa prajurit sebagai alat pertahanan
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Negara yang pantang menyerah dalam setiap pelaksananaan
tugas bela Negara melalui Operasi Militer.

Profesionalisme serta jati diri prajurit TNI AD tidak
ditentukan melalui daya perusak, daya penghancur, serta
kebringasannya, melainkan ditentukan oleh kepatuhan
terhadap hukum dan penerapannya dalam taktik atau doktrin

pencapaian tugas pokok dalam pertempuran. Terbentuknya

suatu bug dengan kepatuhan para prajurit

Wkkan melalui

atur dalam
Humaniter
a budaya militer

daya penghancur,

menjadi prajurit yang memiliki kualitas profesionalisme serta
patuh terhadap hukum dan penerapannya dalam pertempuran.

Efektifitas pelakasanaan sosialisasi ketentuan
Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI
AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha tidak terlepas dari adanya
hambatan serta upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan

Yonif Linud 501/Bajra Yudha untuk mengatasi hambatan
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tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi ketentuan

Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI
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AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha yakni adanya perbedaan
latar belakang pendidikan para prajurit sehingga para prajurit
yang tidak berlatar pendidikan hukum kurang memahami
bahasa hukum dalam ketentuan Hukum Humaniter

Internasional. Kurang dipahaminya bahasa hukum yang

tertuang g Qnvensi Jenewa 1949 oleh para
sosialisasi ketentuan

qan prajurit TNI

hambatan
Tata Cara
jan  Hukum
ara Benar yang

askan mengenai

Internasional yang

wajib dipahami, dipedomani, dan dilaksnakan oleh para
prajurit dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga dapat
memudahkan para prajurit dalam memahami bahasa hukum

yang terkandung dalam ketentuan Hukum Humaniter

Internasional.
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A Kesimpulan
1. Teknik Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter
Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501

Bajra Yudha

Sosialisasi TNI AD diwujudan dalam

rit TNI AD Yonif

Linud 501 Bajra Yudha pada setlap minggu pertama triwulan pertama
setiap tahun, serta informasi terkait perkembangan Hukum Humaniter
Internasional disampaikan pada apel pagi dan pada jam komandan.

Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan

Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan

berdasarkan prinsip:
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(a) Singkat, Jelas, dan Padat,
(b) Komunikatif,

(c) Edukatif,

(d) Informatif,

(e) Keterpaduan

(f) Kesinambungan, dan

(9) Aplikatif.

Sedangkan etentuan Hukum Humaniter

Hukum Humaniter

Internasional di lingkungan prajurit TNl AD Yonif Linud 501 Bajra
Yudha dapat dilihat dari komponen sistem hukum sebagaimana yang
dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman. Pelaksanaan sosialisasi
ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI
AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha berfungsi atau bekerja secara
efektif ketika ketentuan Hukum Humaniter Internasional dapat

terwujud dalam ketiga komponen sistem hukum yakni substansi
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hukum, struktur hukum, serta budaya hukum prajurit TNI AD Yonif

Linud 501 Bajra Yudha.
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Dari sisi substansi hukum, sosialisasi ketentuan Hukum
Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud
501 Bajra Yudha mendorong dibentuknya pedoman pelaksanaan
pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Setiap

prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha kemudian dibekali

buku pedoman p an yang benar sesuai dengan

ntuan Hukum
onif Linud

r TNI AD

AD Yonif Linud

er TNI yang Kkeras,

dengan doktrin “bunuh, bunuh, dan bunuh” menjadi prajurit TNI yang
profesional, efektif, efisien, modern, serta bertempur sesuai dengan
standar etika pertempuran sebagaimana yang diatur dalam Hukum

Humaniter Internasional.

B. Saran
Dari data yang diperoleh dalam penelitian, ditemukan bahwa

pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di
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lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha telah
dilaksanakan secara efektif, terlihat dari aplikasi ketentuan Hukum

Humaniter Internasional di dalam substansi hukum, struktur hukum, dan

-
o
(9]

-2
—-_—
S
- —
o

i —
(%Y
o
[ T8
Q
S

budaya hukum prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha.
Akan tetapi, kewajiban setiap prajurit unutk memahami, berpedoman,
dan melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam

palaksanaan pertempuran, menyebabkan sosialisasi ketentuan Hukum

Humaniter Internasionga ¢ di lingkungan TNI AD Yonif

un
an  Hukum

ateri dasar

mpuran sesuai
pagai bekal setiap

Hukum Humaniter

Internasional di setiap pertempuran.

Dengan demikian diharapkan bahwa Yonif Linud 501 Bajra Yudha
akan dapat mencapai visi dan misinya yang diantaranya bahwa prajurit
TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha merupakan prajurit yang

profesional, efektif, efisien, dan modern, yng mematuhi kaidah hukum

yang berlaku di lingkungan TNI AD, baik nasional maupun internasional,
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mengingat prajurit TNI AD merupakan bagian dari warga masyarakat

Indonesia sekaligus masyarakat internasional.
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